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BUPATI SIAK,

bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor:
954 /KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor:
01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati
Siak Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Kampung perlu disesuaikan dan diubah; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 201
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Kampung;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355); o
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506};

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 201 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten

Siak Tahun 2017 Nomor 201) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, schingga keseluruhannya berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.

Camat adalah Kepala Kecamatan.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Penghulu adalah Pegjabat Pemerintah Kampung yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta
kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).

Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM
adalah lembaga  yang melaksanakan fungsi pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan
pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan
pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
kewenangan kampung.

Musyawarah  Kampung adalah musyawarah  antara Badan
Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaran
Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Kampung.

Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan Undang-Undang.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat
APBKampung adalah rencana Kkeuangan tahunan Pemerintahan
Kampung.

Kurang bayar APBKampung adalah kurang bayar pendapatan Kampung
yang telah di alokasikan dalam APBD dikurangi dengan yang sudah
disalurkan.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang
mengatur  keseluruhan  kegiatan = yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan
kampung.

Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggara
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Propinsi dan
Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten.

Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang
bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang
dapat dinilai dengan uang serta segala scsuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.

Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari
kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang
sah.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan
warisan vang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa
masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah
dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh
Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan
prakasa masyarakat kampung,.

Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada Bank Sentral.

Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung secluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
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Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening
tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung
seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Kampung pada Bank Pemerintah.

Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh
pendapatan Kampung yang masuk ke APBKampung melalui Rekening
Kas Kampung.

Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari
APBKampung melalui Rekening Kas Kampung.

Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara Pendapatan
Kampung dengan Belanja Kampung.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya
disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
kampung.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya
disingkat PTPKK adalah Unsur Perangkat Kampung yang membantu
Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.

Kerani adalah selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan kampung.

Juru Tulis Adalah Unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan
bidangnya.

Bendahara Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan dan/atau unsur
staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi
keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.

Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang melakukan verifikasi
terhadap RAPBKampung vang disampaikan oleh Penghulu.

Tim Fasilitasi RAPBKampung Tingkat Kabupaten adalah Tim yang
melakukan proses evaluasi RAPBKampung.

Tim Sekretariat adalah membantu administrasi Tim Evaluasi dan
Kelompok Kerja dalam proses pengelolaan dan evaluasi rancangan
peraturan kampung tentang RAPBKampung.

Kelompok Kerja adalah Tim yang mengevaluasi Rancangan Peraturan
Kampung tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung beserta dokumen pendukung lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya
disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan
Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP
Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu
1 (satu) Tahun.

Padat Karya Tunai selanjutnya disingkat PKT adalah merupakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat
produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja,
dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,
meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
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Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 ayat yakni ayat (la)
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 12

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b, terdiri atas jenis:

a. Dana Kampung;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Kampung (ADK];

d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesuai program padat karya tunai dengan memenuhi
penghitungan minimal 30% upah secara komulatif dari Dana Kampung
dan dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan musyawarah
kampung, dan hanya dilakukan terhadap kegiatan pembangunan
infrastruktur pada bidang pembangunan.

Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan
khusus.

Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikelola dalam APBKampung tetapi tidak diterapkan dalam
ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
ayat (2) huruf ¢ terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbagan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Apabila terjadi keterbatasan dana transfer vang masuk ke rekening
daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan APBKampung, maka akan

dilakukan kurang bayarnya pada tahun anggaran berikutnya sepanjang
anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 34

Perubahan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung dapat
dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
(SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam perubahan
APBKampung tahun berjalan dan apabila sisa lebih perhitungan
anggaran (SilPA) tahun sebelumnya sudah di tercantum dalam
APBKampung maka tidak  perlu dilakukan  perubahan
APBKampung.

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
kampung pada tahun berjalan;

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan;dan/atau

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.



(2)

(4)

(9)

Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran.

Perubahan APBKampung selain yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan
dengan peraturan penghulu.

Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata
cara penetapan APBKampung.

Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
huruf a untuk pelaksanaan kegiatan sebelum dilakukan perubahan
APBKampung, cukup dengan Berita Acara Perubahan RAB melalui
musyawarah kampung yang disepakati oleh Penghulu dan BAPEKAM
dengan dilampiri RAB perubahan, dan dituangkan dalam Perubahan
Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Perubahan APBKampung.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 36
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.

Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan
dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
secara tertib.

Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban antara lain Laporan Realisasi Anggaran
Kampung, Laporan Realisasi Anggaran Kampung per Kegiatan dan
Laporan Realisasi Bulanan.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Penghuiu dan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan RAB, Bendahara Kampung melakukan
Penatausahaan dan pertanggungjawaban berdasarkan RAB perubahan
hasil musyawarah Kampung.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di fjak Sri Indrapura
pada tanggal M4 Juli 2018
BUPATI SIAK,

-~ ]
SYAMSUAR 7’

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAES

XH KABUPATEN SIAK

Drs. H. 2¢38. HAMZAH

Pembi
NIP.

% Utama Madya

4600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 132



